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ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the decrease in sales turnover of
laksa business actors during the COVID-19 pandemic compared to before the pandemic. Therefore,
The Department of Industry and Trade of Tangerang city has a role to empower the laksa culinary
entrepreneur. Purpose: This study aims to find out how the Tangerang City Department of Industry,
Trade, Cooperatives and SMEs (Disperindagkop) empowers laksa culinary entrepreneurs during the
pandemic. Method: The research method used by the author is a qualitative method with a descriptive
approach based on Suharto's theory (2014), This study used some of the techniques of data collection,
including interviews, observations, and documentation. The author performs data processing by
presenting data, analyzing data, and drawing conclusions. The empowerment of the laksa culinary
entrepreneurs has not been implemented optimally and there were still obstacles in the empowerment
process. Result: the empowerment of the laksa culinary entrepreneurs has not been implemented
optimally and there were still obstacles in the empowerment process. Conclusion: The results showed
that the empowerment of the laksa culinary entrepreneurs by The Disperindagkop has not been
implemented optimally, especially in enabling, empowering, and supporting dimensions. Several
obstacles exist in the field such as lack of innovation and level of understanding, lack of dissemination
of information, socialization, and training as well as the development of empowerment locations and
partnership networks.
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ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti memfokuskan penelitian pada penurunan omset
penjualan para pelaku usaha laksa di masa Pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelum
pandemi. Oleh karena itu Disperindagkop Kota Tangerang mempunyai peran untuk melakukan
pemberdayaan kepada pengusaha kuliner laksa tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang
(Disperindagkop) dalam melakukan pemberdayaan pengusaha kuliner laksa di masa pandemi.
Metode: Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif berdasarkan teori Suharto (2014), dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis dalam melakukan pengolahan data dengan



melakukan penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian
menunjukan bahwa pemberdayaan pengusaha kuliner laksa belum optimal dan masih terdapat
hambatan dalam proses pemberdayaannya. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukan bahwa
kegiatan pemberdayaan pengusaha kuliner laksa oleh Disperindagkop Kota Tangerang belum
terlaksana secara optimal terutama pada dimensi pemungkinan (enabling), dimensi penguatan
(empowering) dan dimensi penyokongan (supporting). Terdapat beberapa hambatan yang ada di
lapangan seperti kurangnya inovasi dan tingkat pemahaman pengusaha laksa, kurangnya
penyebarluasan informasi sosialisasi dan pelatihan oleh Disperindag serta kurangnya pengembangan
lokasi pemberdayaan dan jejaring kemitraan bagi pengusaha kuliner laksa.

Kata kunci: Pemberdayaan, Pengusaha Kuliner Laksa, UMKM

I. PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang

Wabah Virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional yang
diumumkan oleh Presiden Joko Widodo setahun yang lalu (hukumonline.com, 2020). Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan sebagai wabah pandemi yang bersifat global oleh Organisasi
Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHQO). Dampak pandemi ini berdampak kepada
proses pemerintahan yang ada di pusat maupun daerah. Pemerintah melakukan refocusing anggaran
sebagai upaya penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) serta pemulihan perekonomian
nasional dan pengamanan daya beli masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2020
mengalami penurunan pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar -2,07% dibandingkan pada tahun
2019 sebesar 5,02% (Badan Pusat Statistik (BPS), 2021). Angka kemiskinan pun bertambah seiring
dengan kegiatan perekonomian yang tidak berjalan dengan normal akibat adanya Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran karena perusahaan
mengurangi jumlah karyawan akibat beban biaya produksi yang besar dibandingkan dengan
pendapatan.

Pandemi ini berdampak pada pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sekitar 90% pemilik usaha kecil terkena
dampak pandemi COVID-19. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sektor
ini merupakan salah satu penyumbang utama perekonomian Indonesia, antara lain:

1. Penyerapan tenaga kerja sebesar 89,2%

2. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia hingga 99%

3. Menyumbang Pendapatan Bruto Domestik (PDB) Nasional sebesar 60,34%

4. Sektor ekspor, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyumbang 14,17% dari total
ekspor

5. Sektor investasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyumbang 58,18% (Badan

Pusat Statistik (BPS), 2016)

Pemerintah berkewajiban melakukan pengentasan permasalahan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) terlebih di masa Pandemi COVID-19 agar eksistensi usaha kecil tetap terjaga
dan pulih seperti semula. Salah satunya adalah pemberdayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang terdampak COVID-19. Pemberdayaan adalah upaya untuk memungkinkan
orang membangun diri mereka sendiri dan dengan demikian meningkatkan kehidupan mereka Slamet,
2003). Pemberdayaan bertujuan untuk penguatan perekonomian nasional serta menuntut masyarakat



agar tidak bergantung dengan pemerintah dan lembaga swasta lainnya, sehingga dapat membuka
peluang lapangan kerja baru dan memberdayakan masyarakat sekitar.

Pemerintah Kota Tangerang berkewajiban memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya dalam
hal memajukan taraf hidup masyarakat. Dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
mandiri dan berkeadilan dengan melakukan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) di Kota Tangerang. Di masa pandemi saat ini, peran usaha kecil dalam pembangunan
ekonomi Kota Tangerang sangat penting. Usaha kecil dapat tumbuh dengan cepat dan menciptakan
lapangan kerja baru bagi yang terkena dampak COVID-19. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan
Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil pasal (6) ayat a yaitu melakukan pembinaan secara rutin dan
berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan peraturan daerah tersebut, melalui Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah di Kota Tangerang diharapkan masyarakat dapat menciptakan peluang usaha yang kreatif
dan inovatif. Berikut tabel jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Banten
tahun 2018:

Tabel 1
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Banten
Berdasarkan Kota/Kabupaten Tahun 2018

No | Kabupaten/Kota Usaha Mikro Ezgna Usaha Menengah | Jumlah
1. | Kabupaten Lebak 49.498 825 15 50.338
2. | Kabupaten Tangerang 41.155 0 0 41.155
3. | Kabupaten Serang 22.667 3.958 284 26.909
4. | Kota Tangerang 11.079 633 34 11.746
5. | Kota Cilegon 6.446 100 0 6.546
6. | Kota Serang 6.495 3.595 222 10.321
7. | Kota Tangerang Selatan | 7.094 2.488 0 9.582
8. | Kabupaten Pandeglang | 900 100 2 1.002

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, 2018

Berdasarkan data di atas Kota Tangerang menempati urutan keempat yang memiliki jumlah
usaha kecil terbanyak di Provinsi Banten. Kota Tangerang sebagai daerah penyangga ibukota dan
sebagai kota terbesar di Provinsi Banten, sekaligus ketiga di wilayah Jabodetabek setelah Jakarta dan
Bogor. Dengan luas wilayah sebesar 164,55 km? serta jarak antara Kota Tangerang dan ibukota
Provinsi Banten sekitar 65 km memiliki kepadatan penduduk sebesar 2.139.891 jiwa (Badan Pusat
Statistika Kota Tangerang, 2021). Hal ini menjadi persoalan pemerintah dalam memberdayakan
masyarakat agar taraf kehidupan dapat meningkat melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
(UKM).

Upaya Pemkot Tangerang dalam prioritas program pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan
dan meningkatkan pelaku usaha kecil di Kota Tangerang. Program Tangerang BISA dan Tangerang
EMAS merupakan salah satu program pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan pemulihan
ekonomi di tengah pandemi. Program Tangerang Bantuan Insentif Untuk Star-UP Anda (Tangerang
BISA) merupakan program bantuan permodalan usaha sebesar Rp 500.000,00 dari Pemerintah Kota
Tangerang kepada pelaku UMKM pemula yang akan memulai usaha atau mengembangkannya di
masa pandemi. Sedangkan program Tangerang Ekonomi Masyarakat Sejahtera (Tangerang EMAS)
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merupakan program untuk membantu masyarakat berupa pinjaman modal usaha tanpa bunga dengan
target Usaha Kecil Menengah pemula. Diharapkan kedua program tersebut dapat menjadi solusi
dalam permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di masa pandemi ini.

Salah satu produk usaha kecil kuliner khas Kota Tangerang ialah Laksa. Laksa sebagai
makanan khas Kota Tangerang memiliki keunikan dari segi cita rasanya, kekentalan bumbunya
berbeda dengan laksa dari daerah lain seperti Laksa Bogor dan Laksa Betawi. Banyak dari pengusaha
Kuliner Laksa di Kota Tangerang yang mengalami kerugian di masa pandemi saat ini, sehingga
dibutuhkan pemberdayaan kepada pengusaha kuliner laksa dan mempromosikan Kuliner Khas Kota
Tangerang kepada masyarakat di luar Kota Tangerang. Dengan kearifan lokal nya diharapkan Laksa
Tangerang dapat tetap esksis di masa pandemi saat ini

1.2.  Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Para pengusaha kuliner laksa di Kota Tangerang biasanya merupakan orang Tangerang yang
sudah ada sejak dahulu dan diturun temurunkan kepada anak dan cucunya. Pengusaha laksa di Kota
Tangerang biasa menjajakan dagangannya dengan menetap pada Kawasan Kuliner Laksa sebagai
sentral penjualan laksa khas Tangerang dan atau juga berkeliling. Di Kota Tangerang Setidaknya
beberapa tempat yang menjadi lokasi pemberdayaan pengusaha laksa yaitu Kawasan Kuliner Laksa,
Sekitar Pasar Anyar, Pasar Lama Tangerang, Sekitar LP Wanita Tangerang dan sekitar Kawasan
Modernland Tangerang. Berikut tabel daftar nama pengusaha yang ada di Kawasan Kuliner Laksa:

Tabel 2
Daftar Nama Pengusaha Laksa di Kota Tangerang
Dan Jumlah Pegawai

No Nama Kios Jumlah Pegawai
1. | Kios Bang Lepay 3
2. | Kios Bang Kumis 2
3. | Kios Bang Brewok 3
4. | Kios Bang Kumis Bewok 2
5. | Kios Bang Tubing 2
6. | Kios Bang UU 2
7. | Kios Bang Awing 2

Sumber: Siahaan, 2021

Menurut data di atas tercatat ada 7 Pengusaha Kuliner Laksa di Kota Tangerang. Dimana
ketika awal dibangun kawasan kuliner laksa terdapat 8 Pengusaha Kuliner Laksa banyak para
pengusaha laksa keliling di luar kawasan kuliner laksa yang belum terdata pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM. Menurut pengakuan salah satu penjual laksa yaitu Kios Bang
Lepay mengatakan, pendapatan penjualan laksa di masa pandemi terjadi penurunan drastis sebesar
70% (Lensametro.com, 2021). Pemerintah Kota Tangerang sendiri mempunyai program Tangerang
BISA dan Tangerang EMAS yang dapat mengatasi permasalahan permodalan para pelaku usaha kecil
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di Kota Tangerang pada masa pandemi ini. Namun, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para
pengusaha laksa serta kurangnya lokasi pemberdayaan membuat pengusaha laksa belum memiliki
kestabilan dalam menjalankan usahanya yang berakibat pada penurunan omset penjualan selama masa
Pandemi COVID-19.

Tabel 3
Pendapatan para pengusaha laksa sebelum dan selama masa pandemic COVID-19 Di
Kawasan Kuliner Laksa

Penjualan Laksa perhari (porsi)
No PeaglE R Sebelum Pandemi | Selama Masa Pandemi
1. | Bang UU 300 150
2. | Bang Lepay 290 145
3. | Bang Tubing 260 130
4. | Bang Kumis 300 150
5. | Bang Brewok 350 175
6. | Bang Kumis Brewok 250 125
7. | Bang Awing 280 140

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2022

Dapat dilihat pada data di atas bahwa penurunan omset penjualan para pengusaha laksa di
Kawasan Kuliner Laksa selama Pandemi COVID-19 mengalami penurunan dua kali lipat
dibandingkan dengan sebelum masa Pandemi. Banyak dari pengusaha Kuliner Laksa di Kota
Tangerang yang mengalami kerugian di masa pandemi saat ini, sehingga dibutuhkan pemberdayaan
kepada pengusaha kuliner laksa dan mempromosikan Kuliner Khas Kota Tangerang kepada
masyarakat di luar Kota Tangerang. Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) perlu menerima
perhatian lebih pemerintah terlebih di masa pandemi saat ini. Sebab diperlukan sektor Usaha Mikro,
kecil dan Menengah yang bisa menunjang serta meningkatkan kecepatan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN). Oleh karena itu diperlukannya pemberdayaan untuk membuat pengusaha laksa di
Kota Tangerang dapat menghasilkan produk yang mampu berdaya saing dan dapat meningkatkan
perekonomian para pengusaha laksa serta tidak bergantung pada bantuan permodalan yang telah di
fasilitasi olen Pemerintah Kota Tangerang.

1.3.  Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada empat penelitian yang
dijadikan pedoman oleh penulis dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan
oleh Febrianti yang berjudul “Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten
Tulungagung”. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Potret Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di
Kabupaten Tulungagung rata-rata berdiri sendiri dan merintis dari nol sehingga menjadi berkembang,
2. Strategi yang dilakukan pada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan melakukan
Bimbingan Teknis melalui Pemasaran Online dan offline, serta mendirikan Pusat Layanan Usaha
Terpadu Kopersi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM), 3. Hambatan internal pelaku
usaha kecil yaitu kurangnya partisipasi pelaksanaan pelatihan, kurang rasa percaya diri, dan motivasi
dari orang terdekat. Langkah dalam menghadapi hambatan ialah mengadakan pelatihan secara
berulang, workshop dan bimbingan teknis.



Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa yang berjudul “ Kondisi
Sosial Ekonomi Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di
Kelurahan Helvetia Timur”. Penelitian ini berisi tentang penurunan pendapatan pada para pelaku
usaha mikro kecil dan menengah tetapi mereka masih bisa bertahan dan tetap tercukupi untuk
memenuhi kebutuhannya dengan alasan Alasannya yaitu kondisi tempat tinggal sudah memadai
(Permanen) danaAnggota keluarga Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah terdaftar di
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) begitu juga para karyawan yang telah terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nanang Yusroni dkk yang berjudul
“Pemberdayaan Usaha Kuliner di masa pandemi COVID-19 melalui media sosial pada UKM Al-
Quddus Catering Karang Rejo Rt 03/ Rw 03 Banyumanik Semarang Jawa Tengah”. Hasil penelitian
ini yaitu Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kuliner Al-Quddus melalui media Sosial
dapat diterapkan oleh masyarakat sekitar sehingga dapat membawa manfaat dan juga dapat
direalisasikan nantinya.

Penelitian keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin yang berjudul
“Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan”. Dengan hasil penelitian yaitu Pemerintah Kota Surabaya dalam
melakukan pemberdayaan usaha kecil melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan, melakukan promosi
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta melakukan pengecekan pada proses dan Teknik produksi
dalam peningkatan kualitas produk.

1.4.  Pernyataan Kebaruan limiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan Febrianti,
Khairunisa, Nanang Yusroni maupun Amiruddin. Disamping perbedaan lokus penelitian, juga
memiliki perbedaan dalam metode, teori yang digunakan dalam penelitian penulis dan pada program
permodalan khususnya pada Program Pemerintah Kota Tangerang yaitu Tangerang EMAS dan
Tangerang BISA.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan Pengusaha Kuliner Laksa di masa
pandemi yang dilakukan Oleh Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
di Kota Tangerang, faktor apa yang menghambat dalam Pemberdayaan Pengusaha Kuliner Laksa di
masa pandemi yang dilakukan Oleh Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah di Kota Tangerang dan mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mengatasi hambatan Pemberdayaan
Pengusaha Kuliner Laksa di masa pandemi.

Il. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Penulis menggunakan teori pemberdayaan Suharto (2014) melalui lima dimensi yaitu pemungkinan
(enabling), penguatan (empowering), perlindungan (protecting), penyokongan (supporting) dan
pemeliharaan (fostering). Penulis dalam mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi. Dalam melakukan wawancara penulis terhadap 11 informan yaitu Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro,
Kepala Seksi Fasilitasi dan Kemitraan, Kepala Seksi Data dan Kualitas SDM Usaha Mikro, dan tujuh



pengusaha kuliner laksa baik di Kawasan Kuliner Laksa maupun pengusaha kuliner laksa keliling.
Setelah mendapatkan data kemudian penulis menggunakan teknik analisis yaitu penyajian data,
analisis data dan penarikan kesimpulan.

Tabel 4
Operasionalisasi Konsep
Konsep Dimensi Indikator
Pemungkinan e Bidang Usaha
(Enabling) e Akses Modal
e Lokas
e Pemberdayaan
Fasilitas Umum
Penguatan e Pemberian
(Empowering) pengetahuan
e Peningkatan sikap
dan keterampilan
Perlindungan e Undang-Undang
(Protecting) e Peraturan
Pemerintah
e Pemberian Pelatihan
Pemberdayaan dan Pendampingan
Masyarakat * Penguatan
Kelembagaan
e Pengembangan
Tgﬂggg?gﬁgg‘ Teknologi Tepat
Guna (TTG)
e Pengembangan
Jejaring dan
Kemitraan
Pemeliharaan e Kestabilan Usaha
(Fostering) e Kaderisasi Bidang
Usaha
Inovasi Baru

Sumber: Suharto, 2014

Edi Suharto berpendapat bahwa pelaksanaan proses dalam pencapaian tujuan pemberdayaan
sebagaimana pengertian pemberdayaan masyarakat di atas, akan tercapai melalui implementasi
pendekatan pemberdayaan yang ada pada dimensi dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pemungkinan (enabling) adalah membuat suasana lingkungan masyarakat dapat
mengembangkan potensinya secara optimal. Keterkaitan dimensi pemungkinan dengan
pemberdayaan kepada pengusaha kuliner laksa ialah pada bidang usaha, akses modal, lokasi
pemberdayaan, dan fasilitas umum.

2. Penguatan (empowering) adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk
menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah untuk memenuhi segala
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kebutuhan kehidupannya. Pada dimensi penguatan, indikator yang diambil oleh penulis ialah
pemberian pengetahuan dan peningkatan sikap dan keterampilan para pelaku usaha kuliner
laksa.

. Perlindungan (protecting) adalah masyarakat terlindungi dari kelompok kuat dan yang
mendominasi terutama untuk masyarakat kelompok lemah sehingga tidak terjadi persaingan
yang tidak sebanding, tidak adanya kelompok yang tereksploitasi dari kelompok kuat kepada
kelompok lemah. Indikator dalam dimensi perlindungan ditinjau dari aspek Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah.

. Penyokongan (supporting) adalah bimbingan dan dukungan diberikan kepada masyarakat
sehingga dapat menjalankan peran dan tugas dalam kehidupannya dengan penuh tanggung
jawab. Pada dimensi ini penulis mengambil indikator pemberian pelatihan dan pendampingan,
penguatan kelembagaan, pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pengembangan
jejaring dan kemitraan.

. Pemeliharaan (fostering) adalah memelihara kondusifitas untuk mencapai keseimbangan
kekuasaan antarkelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini setiap orang mendapatkan
kesempatan dalam berusaha sehingga pemberdayaan dapat menciptakan suatu keseimbangan
dan keselarasan (Suharto, 2014). Pada dimensi ini diambil indikator yang berhubungan dengan
kestabilan usaha, kaderisasi bidang usaha dan inovasi baru.

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

Laksa merupakan kuliner makanan khas Kota Tangerang yang terbuat dari mie tepung beras

putih yang diberi campuran kuah kuning kental yang terbuat dari rempah-rempah lalu ditaburi daun
kucai di atasnya serta adanya parutan kelapa dan kacang hijau sehingga memiliki cita rasa manis pada
kuahnya yang khas (Indonesia.go.id, 2019). Biasanya laksa disantap dengan paduan ayam kampung
bakar, telur rebus dan tahu serta dengan kerupuk dan disantap saat hangat. Para pengusaha laksa di
Kota Tangerang biasanya merupakan orang Tangerang yang sudah ada sejak dahulu dan diturun
temurunkan kepada anak dan cucunya. Pengusaha laksa di Kota Tangerang biasa menjajakan
dagangannya dengan menetap pada suatu Kawasan Kuliner Laksa dan atau juga berkeliling. Dimana
rata-rata para pengusaha laksa keliling memiliki dua sampai tiga gerobak dagangan laksa yang
digunakan untuk berjualan keliling.

Gambar 1
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Sumber: Dokumentasi penulis, 2022



Para pengusaha laksa di Kota Tangerang umumnya merupakan hasil turun temurun dan
hubungan kekerabatan yang dilanjutkan oleh para pengusaha laksa yang masih aktif berjualan di Kota
Tangerang. Berikut beberapa pengusaha laksa di Kota Tangerang:

1. LaksaBang UU

Laksa Bang Lepay

Laksa Bang Tubing

Laksa Bang Kumis

Laksa Bang Brewok

Laksa Bang Kumis Brewok
Laksa Bang Awing

Laksa Keliling Bang Abdul
. Laksa Keliling Bang Igbal
0. Laksa Keliling Bang Aldi
1. Laksa Keliling Bang Alwi (Data diolah oleh penulis, 2022).

RBROoo~No RN

3.1. Pemberdayaan Pengusaha Kuliner Laksa Di Masa Pandemi Oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang

Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dalam
melakukan pemberdayaan terhadap pengusaha kuliner laksa yang berkaitan dengan fokus penelitian
dan sesuai dengan latar belakang penulis maka kajian teoritis yang akan digunakan adalah Teori
pemberdayaan Edi Subarto (2014) melalui pendekatan dalam lima dimensi yaitu pemungkinan
(enabling), penguatan (empowering), perlindungan (protecting), penyokongan (supporting),
pemeliharaan (fostering) yang merupakan pencapaian tujuan dari pemberdayaan (Suharto, 2014).

a. Pemungkinan (enabling),
a. Bidang Usaha

Pada indikator ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa dari pihak
pemerintah sudah melakukan inovasi dalam menyediakan tempat untuk berjualan, dan
dari pihak pengusaha laksa juga sangat bersyukur karena akhirnya mereka
mendapatkan tempat yang tetap untuk berjualan laksa. Selain itu Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM belum ada pendampingan dalam memasarkan laksa
dan para pengusaha laksa dalam memasarkan laksa masih inisiatif untuk mendaftarkan
secara online melalui Grab Food dan Go-Food. Penulis menyimpulkan bahwa
penjaminan pemasaran bagi para pengusaha laksa masih belum optimal terlebih dimasa
Pandemi COVID-19.

Pemerintah Kota Tangerang mempunyai program untuk para pelaku usaha
kecil di Kota Tangerang yaitu Tangerang EMAS dan Tangerang BISA. proses
pelaksanaan Program Tangerang BISA dan Tangerang EMAS ini sudah berjalan dan
para pelaku usaha laksa merasa terbantu tetapi belum optimal dalam hal penyaluran
kepada para pengusaha laksa sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:



Tabel 5
Penerima Program Tangerang EMAS per November

No | Kecamatan Jumiah Jumlah Plafon
Kelompok | Debitur

1. Ciledug L 6 Rp. 11.000.000
2. Benda 1 9 Rp. 17.000.000
2 Tangerang 4 29 Rp. 55.000.000
4. Pinang 18 164 Rp. 328.000.000
5. Periuk 2 16 Rp. 32.000.000
6. Cipondoh 2 14 Rp. 28.000.000
7. Karawaci 2 13 Rp. 26.000.000
8. Batuceper 3 29 Rp. 58.000.000

JUMLAH 27 280 Rp. 555.000.000

Sumber: Disperindagkop Kota Tangerang, 2021

Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa terdapat sejumlah 27 kelompok
dengan jumlah debitur sebanyak 280 orang sebagai penerima bantuan peminjaman
modal usaha untuk mengembangkan usahanya di masa pandemi saat ini. Total dana
yang telah dikeluarkan dalam program ini sebesar Rp. 555.000.000 dengan Kecamatan
Pinang sebagai kecamatan yang memiliki jumlah debitur yang paling banyak sejumlah
164 orang. Program ini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota
Tangerang dalam mengatasi pembiayaan bagi pelaku usaha di Kota Tangerang dan
diharapkan dapat meringankan beban para pelaku usaha di masa pandemi saat ini.

. Akses Modal

Berdasarkan hasil Evaluasi Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM tahun 2020 bahwa anggaran pada program pemberdayaan usaha mikro
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.910.810.349 . Pada tahun 2021 terjadi
penurunan yang sangat drastis, dimana Dinas Perindagkop mendapat realisasi alokasi
anggaran sebesar Rp 181.670.000 dari rencana sebelum perubahan sebesar Rp
3.679.315.500 . Hal ini disebabkan karena perubahan rencana kegiatan yang semula
akan digunakan untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kemudian
melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.

Lokasi Pemberdayaan

Lokasi pemberdayaan dari pengusaha laksa adalah pada kawasan kuliner laksa
yang beralamat di JI| Mochammad Yamin No 113 Kota Tangerang Provinsi Banten.
Selain itu, pedagang laksa diluar kawasan kuliner laksa biasa menjajakan dagangannya
di depan LP Wanita Tangerang, di sekitaran pasar anyar dan pasar lama serta sekitaran
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modernland Tangerang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan
didapatkan bahwa para pengusaha laksa keliling berkeinginan untuk berjualan di
tempat yang tetap dan siap untuk direlokasi seperti di Kawasan Kuliner Laksa. Tetapi
keterbatasan lahan untuk membuat Kawasan tersebut menjadi hambatan untuk
membangun Kawasan Kuliner Laksa yang lain.

Gambar 2
Kawasan Kuli

AT RIS 5 Wy 2 X 5 -~ '- bl
Sumber: Dokumentasi penulis, 2022

d. Fasilitas Umum
Fasilitas umum untuk menunjang pemberdayaan kepada pengusaha laksa telah
tersedia dan pengusaha laksa merasa terbantu atas fasilitas yang telah disediakan
berupa Taman Tematik di Sekitar LP Wanita Tangerang dan Taman Kuliner Laksa
oleh pemerintah untuk berjualan dan peran pengusaha laksa dalam menjaga kebersihan
tempat usaha telah dilakukan. Diharapkan pemerintah kedepannnya dapat membuat
lebih banyak fasilitas umum untuk tempat berjualan laksa.

Adanya pemberdayaan pengusaha kuliner laksa pada dimensi pemungkinan (enabling)
belum tercipta suatu suasana yang memungkinkan para pelaku usaha laksa dapat
mengembangkan potensinya secara maksimal. Karena masih belum optimal dalam bidang
usaha, akses modal, ketersediaan lokasi pemberdayaan dan fasilitas umum dalam
Pemberdayaan Pengusaha Laksa.

b. Penguatan (empowering)
a. Pemberian Pengetahuan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melakukan
pemberdayaan kepada pengusaha laksa dengan melakukan pemberian pengetahuan
untuk meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia pelaku usaha laksa tersebut.
pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan Capacity Building tetapi dari pihak
pengusaha laksa menyatakan belum mau untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan
alasan malu untuk datang ke dinas. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
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UKM melakukan pemberian pengetahuan berupa Capacity Building kepada para
pengusaha laksa yang belum memiliki mindset yang baik terhadap pengembangan
usahanya. Sejauh ini terdapat hambatan dalam proses pemberian pengetahuan yaitu
tidak semua pengusaha laksa mau untuk di edukasi dan kurangnya inovasi dari
pengusaha laksa sehingga minat pembeli menurun dibandingkan sebelum masa
pandemi.

b. Peningkatan Sikap dan Keterampilan

Peningkatan Sikap dan Keterampilan yang dilakukan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk menumbuhkan sikap disiplin dan jujur bagi
pengusaha laksa. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah
memberikan sosialisasi serta bentuk pelatihan seperti food stylish, uji Laboratorium,
dan sertifikasi halal untuk meningkatkan keterampilan para pengusaha laksa. Akan
tetapi, sosialisasi tersebut masih belum optimal sehingga harus di lakukan secara
merata kepada semua pengusaha laksa di Kota Tangerang.

Pada Dimensi Penguatan (empowering) masih belum optimal diberikan dalam
pemberdayaan pengusaha kuliner laksa. Masih terdapat hambatan dalam memberikan
pengetahuan dan peningkatan sikap dan keterampilan kepada pengusaha laksa.

Perlindungan (protecting),

Perlindungan mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat atau kelompok lemah
sehingga tidak terjadi penindasan dari kelompok yang kuat, tidak terjadi persaingan yang tidak
seimbang, dan tidak ada eksploitasi kepada kelompok lemah. Dengan adanya hukum yang
terikat sehingga menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan bagi para pelaku usaha khusunya
pengusaha laksa. menyeluruh. Dalam melakukan suatu usaha harus mempunyai landasan
hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankannya. Perlindungan dibutuhkan dalam suatu
lembaga dalam melaksanakan program kegiatan yang di rencanakan. Oleh karena itu, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai landasan hukum sebagai berikut:

a) Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

b) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c) Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

d) Peraturan Menteri Koperasi No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Perubahan Atas
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro

e) Peraturan Walikota Tangerang No 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM

Dimana pada Dimensi Perlindungan (Protecting) telah dilakukan oleh pemerintah

sehingga pengusaha laksa dalam melaksanakan kegiatan usaha telah mendapatkan jaminan
hukum.
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d. Penyokongan (supporting),
a. Pemberian Pelatihan dan Pendampingan

Dinas telah memberikan pelatihan dan pendampingan seperti pelatihan
pengelolaan administrasi keuangan setiap sekali seminggu sejumlah 12 sesi, tetapi
tidak difokuskan untuk pengusaha kuliner laksa. Pengusaha laksa mengungkapkan
bahwa pelatihan yang didapat hanya sebatas sertifikasi halal, Uji BPOM dan PIRT
sedangkan pelatihan pengelolaan administrasi keuangan belum dilakukan.
Kedepannya pemerintah harus lebih memperhatikan dari sisi administrasi keuangan
yang menjadi masalah utama para pelaku usaha mikro khususnya pengusaha
laksa.pada Dimensi Penyokongan (Supporting) dalam pemberdayaan pengusaha laksa
masih belum optimal pada indikator pemberian pelatihan dan pendampingan,
penguatan kelembagaan dan pengembangan jejaring kemitraan.

b. Penguatan Kelembagaan

Penguatan yang diberikan kepada pengusaha laksa berupa sarana prasarana
untuk berjualan, bantuan permodalan usaha dan pengembangan usaha. Walaupun
demikian, para pengusaha laksa kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena
kurangnya inovasi dari pengusaha laksa itu sendiri sehingga kuliner laksa terkesan
monoton dan tidak bisa di modifikasi. Kurangnya partisipasi dari pengusaha laksa
dalam melaksanakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas. Berdasarkan hasil
wawancara dan observasi penulis, pengusaha laksa mengatakan bahwa selama ini
belum mendapatkan pelatihan pengelolaan administrasi laporan keuangan dan
pemerintah telah melakukan penambahan kerjasama dengan universitas untuk
melakukan pelatihan pengelolaan administrasi laporan keuangan tetapi kurangnya
partisipasi dari pengusaha kuliner laksa menyebabkan terhambatnya pemberdayaan
pengusaha laksa.

c. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang
menerapkan konsep Smart Economy melalui aplikasi Tangerang LIVE. Dalam aplikasi
ini, para pelaku UMKM dapat mengajukan program bantuan permodalan usaha yaitu
Tangerang EMAS dan Tangerang BISA. Selain itu pemasaran online melalui E-
Commerce Tokopedia yaitu AyoRangkul dimana merupakan E-Commerce milik
Pemerintah Kota Tangerang yang mewadahi produk UMKM yang akan dijual.

d. Pengembangan Jejaring dan Kemitraan

Jejaring kemitraan yang telah di bangun oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM masih sangat kurang di tingkat luar Kota Tangerang
terhadap pengusaha laksa. Jejaring yang dilakukan sebatas promosi melalui media
sosial, bazzar atau pameran dan melalui gerai di 13 kecamatan. Dibutuhkannya cara
pengemasan laksa agar dapat tahan lama di bawa ke daerah lain sebagai oleh-oleh
makanan khas Kota Tangerang. Pemerintah dalam melakukan pengembangan jejaring
dan kemitraan belum berfokus kepada pengusaha laksa melainkan hanya kepada
UMKM. Dan untuk pengusaha laksa sendiri belum adanya jejaring kemitraan dalam
memasarkan produk sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan jejaring dan

13



kemitraan belum optimal dan masih sebatas pada UMKM sehingga masih terdapat
hambatan. Harapannya pengusaha laksa dapat menjual laksa ke berbagai daerah dan
dapat meningkatkan penjualan mereka sehingga laksa dapat terkenal di masyarakat
Indonesia.

Pada Dimensi Penyokongan (Supporting) dalam pemberdayaan pengusaha laksa masih
belum optimal pada indikator pemberian pelatihanan pendampingan, penguatan kelembagaan
dan pengembangan jejaring kemitraan.

e. Pemeliharaan (fostering)
a. Kestabilan Usaha

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dalam

penyebarluasan informasi program permodalan masih kurang. Pengaturan zona dalam

berjualan harus lebih jelas agar tidak merugikan pengusaha laksa. Sehinga dapat

dikatakan bahwa Dinas belum cukup stabil dalam menciptakan kestabilan usaha laksa.

Oleh karena itu dibutuhkannya sosialisasi program permodalan usaha dan penataan

tempat berjualan bagi pengusaha laksa di Kota Tangerang guna meningkatkan

pendapatan bagi para pengusaha laksa.

b. Kaderisasi Bidang Usaha
pengusaha laksa telah menyiapkan kader untuk meneruskan usaha mereka agar
tetap lestari. Dinas juga tidak mempermasalahkan untuk kaderisasi usaha laksa yang
memang dilakukan secara turun temurun dan telah menyiapkan Kawasan Kuliner
Laksa sebagai tempat berjualan laksa.

c. Inovasi Baru
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang telah
menyiapkan inovasi pada Tahun 2022 yaitu UMKM Awards agar para UMKM di Kota
Tangerang dapat bersaing dan mencari produk UMKM unggulan Kota Tangerang.

Dapat disimpulkan bahwa telah terlaksananya pemberdayaan pengusaha laksa pada
Dimensi Pemeliharaan (Fostering) pada indikator kaderisasi usaha dan inovasi baru tetapi
terdapat hambatan dalam hal kestabilan usaha.

3.2. Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Pengusaha Laksa Di Masa Pandemi Oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Di Kota Tangerang
Faktor penghambat dalam pemberdayaan pengusaha laksa di masa pandemi oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi di lapangan yang sesuai dengan teori Suharto (2014) diantaranya:
1. Kurangnya inovasi dan tingkat pemahaman pengusaha laksa
Kurangnya inovasi dari pengusaha laksa sehingga laksa terkesan monoton di kalangan
masyarakat Kota Tangerang yang Heterogen. Selain itu, mayoritas pengusaha kuliner laksa
tidak tertarik dalam mengikuti pelatihan Capacity Building yang dilaksanakan Dinas
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Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang hanya mau menerima
bantuan permodalan.
2. Kurangnya penyebarluasan informasi mengenai sosialisasi dan pelatihan
Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Masih sebatas
untuk UMKM dan tidak di khusus kan kepada pengusaha laksa. Banyak para pengusaha laksa
yang masih belum mendapatkan sosialisai program permodalan seperti Program Tangerang
EMAS dan Tangerang BISA serta pelatihan pengelolaan administrasi keuangan.
3. Pengembangan lokasi pemberdayaan dan jejaring kemitraan
Lokasi pemberdayaan pengusaha laksa selama ini bersentral di Kawasan Kuliner Laksa
dan berjualan dengan cara keliling. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan untuk
membuat lokasi Kawasan Kuliner Laksa lain untuk mewadahi para pengusaha laksa keliling
agar tidak berjualan pada zona yang dilarang oleh pemerintah. Selain itu hasil penjualan laksa
mengalami permasalahan dalam hal packaging dimana para konsumen dari luar kota tidak
dapat membawa pulang sebagai oleh-oleh khas Kota Tangerang karena tidak dapat bertahan
lama.

3.3. Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota
Tangerang dalam pemberdayaan pengusaha kuliner laksa

Sehubungan dengan berbagai hambatan yang terjadi dalam proses pemberdayaan pengusaha
laksa, tentu berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Tangerang untuk mengatasi hal tersebut. Adapun upaya yang antara lain:

a. Dinas Perindusrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang terus menggencarkan
pemberian pemahaman Capacity Building kepada pengusaha laksa dengan dilaksanakan
beberapa angkatan.

b. Dinas Perindusrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang akan  menambah
Kerjasama dengan Universitas yang ada di Kota Tangerang sehingga sosialisasi dan pelatihan
dapat merata kepada pengusaha laksa.

c. Dinas Perindusrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang melakukan penataan
kepada para pengusaha laksa keliling terkait zona berjualan serta akan melakukan
pembelian mesin guna keperluan packaging laksa agar bisa di bawa ke luar kota.

3.4. Diskusi Temuan Utama

Penulis menemukan temuan utama dalam penelitian mengenai pemberdayaan pengusaha laksa
di masa pandemi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang
berdasarkan teori pemberdayaan Suharto (2014) dengan menggunakan lima dimensi yang jika ketika
dimensi tersebut berjalan secara optimal maka akan menciptakan peningkatan dan pengembangan
usaha kuliner laksa lebih maju lagi. Akan tetapi dilapangan, pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas
tidak dilaksanakan secara optimal. Penulis menemukan bahwa tingkat partisipasi pengusaha laksa
untuk mengikuti pelatihan Capacity Building masih kurang dan hanya mau menerima bantuan
permodalan saja. Program bantuan telah diberikan oleh Pemerintah tetapi dari pihak pengusaha malu
untuk mengajukannya sehingga belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pengembangan usaha
laksa yang terkesan monoton sehingga kurangnya inovasi yang dilakukan oleh pengusaha laksa.
Penyebarluasan informasi sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas masih kurang dan
sebatas untuk UMKM saja.

15



IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan pengusaha kuliner laksa di masa pandemi oleh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM belum terlaksana secara optimal dan terdapat
beberapa hambatan pada dimensi pemungkinan (enabling) yaitu pada indikator bidang usaha, akses
modal, lokasi pemberdayaan dan fasilitas umum, dimensi penguatan (empowering) yaitu pada
indikator pemberian pengetahuan dan peningkatan sikap dan keterampilan serta dimensi penyokongan
(supporting) yaitu pada indikator pemberian pelatihan dan pendampingan, penguatan kelembagaan
dan pengembangan jejaring dan kemitraan berdasarkan teori Suharto (2014).
Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya
penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas
dari bantuan keluarga penulis.
Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian,
oleh karena itu penulis menyarankan agar perlu adanya penelitian lain mengenai pemberdayaan
pengusaha UMKM yang dilakukan di lokasi lain sebagai bahan perbandingan dan juga untuk
menambah referensi keilmuan di bidang pemberdayaan.
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penelitian.
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